KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARA
NOMOR : 581/ /¥cp 1356-laneson/ /2010
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UPAH MINIMUM PADAT KARYA KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang . a. bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2016 telah ditetapkan berdasarkan Keputusan
Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1322-Bangsos/2015, sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa Bupati Sumedang, Bupati Bogor, Wali Kota Depok, dan
Bupati Purwakarta mengusulkan Upah Minimum Padat Karya
Kabupaten/Kota yang bersangkutan untuk ditetapkan sebagai
Upah Minimum Padat Karya di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2016;

bahwa berdasarkan pertimbangan secbagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan Instruksi Presiden
Nomor O Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah
Minimum dalam rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan
Kesejahteraan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja,
perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Upah
Minimum Padat Karya Kabupaten/Kota di Daerak Provinsi Jawa
Barat Tahun 2016;
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Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4
Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Dacrah Khusus lbukota Jakarta Sebagai
Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banlen
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40 10j;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lemibaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
oiee meaatas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
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.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nemor 237,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a747);

. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan

Pengupahan;

- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun

2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian
Kebutuhan Hidup Layak;

.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun

2013 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1239);

.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 51/M-IND/PER/10/2013

tentang Definisi dan Batasan serta Klasifikasi Industri Padat Karva
Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
1187,

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
Kep.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan
Upah Minimum;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 seri D,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Baral Nomor 6 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 6 Seri E, Tambahan

- Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 166);
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Keputusan  Gubernur Jawa Barat Nomor o61/Kep.481-

Bangsos/2015 tentang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat
Masa Bhakti Tahun 2015-2018;

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561 /Kep.1322-
Bangsos/2015 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2016;

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan

Penetapan Upah Minimum dalam rangka Keberlangsurigan Usaha
dan  Peningkatan Kesejahteraan Usaha dan Peningkatan
Kesejahteraan Pekerja;

2.8urat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B.232/MEN/PHIJSK-

UPAH/X/2015, tanggal 23 Oktober 2015, Hal Penyampaian Data
Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto

Tahun 2015;



3. Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat, tanggal 3
Desember 2015, mengenai Rekomendasi Upah Minimum Padat
Karya Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KESATU :  Besaran Upah Minimum Padat Karya Kabupaten/Kota di Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2016, sebagai berikut:
NO KABUPATEN/KOTA BESARAN
b e R -
il : 2 v Sl
1 Upah Minimum  Padat Karya  Kabupaten Rpl1.443.925,00
Sumedang Bagi Perusahaan vang Berlokasi di
Kabupaten Sumedang Wilayah Timur di luar
Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Cimanggung,
Kecamatan Pamulihan, dan Kecamatan
Tanjungsari ]
/\2\‘ Upah Minimum Padat Karva Kabupaten Bogor Rp2.590.000,00
( / iuntuk Industii Garment, Textile, dan Pengolahan
Kulit
3. | Upah Minimum Padat Karyva Kota Depok untuk Rp2.700.000,00
Industri  Garment, Usaha Kecil/Mikro, dan
Koperasi -
4. | Upah  Minimum Padat Karyva Kabupaten Rp2.352.650,00
Purwalkarta untuk Jenis Usaha Garment, Boneka,
Topi, Kulit atau Alas Kaki
KEDUA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal » ++ o
M )




